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ABSTRACT 

Development and food security are two aspects that must go hand in hand yet are 

also contradictory. Therefore, the government has established RTRW as a guideline 

for regional development and LSD as a control for the conversion of paddy fields 

to support national food security. LSD is mandated to be a factor in determining 

sustainable agricultural land within RTRW, which also applies to the 

Banjarnegara’s Regency RTRW. With the establishment of the Banjarnegara’s 

RTRW, it will impact the spatial utilization process, particularly in land 

administration and licensing services. This study was conducted to understand the 

implications of the Banjarnegara Regency RTRW on land administration and 

licensing services. This research is used a mixed method with a spatial approach. 

The spatial approach used is overlay analysis to assess the suitability of the 

Banjarnegara Regency RTRW with LSD, followed by Theta Wilcoxon correlation 

test. Based on qualitative analysis through interviews, it is found that the 

Banjarnegara Regency RTRW significantly influences the implementation of 

administrative and licensing services, supported by a Theta Wilcoxon correlation 

coefficient of 0,61. 

Keyword: Banjarnegara Regency RTRW, LSD, land administration service, 

licensing servis.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan komponen dasar yang sangat dibutuhkan oleh makhluk 

hidup. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat 

melangsungkan hidup tetapi lebih dari itu, karena tanah menyediakan sumber 

daya bagi kelangsungan hidup manusia (Arizki dkk, 2023). Tanah yang bersifat 

statis sementara kebutuhan akan tanah yang bersifat dinamis berdampak terhadap 

masifnya alih fungsi lahan, terkhusus alih fungsi lahan dari lahan pertanian 

menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 

merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan tetapi perlu menjadi perhatian karena 

lahan pertanian merupakan sumber produksi pangan.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals 

(SDG’s) menetapkan 17 isu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dunia. 

Beberapa diantaranya yaitu 1) Zero Hunger yang menargetkan penghapusan 

kelaparan, mencapai keamanan pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan; 

2) Clean Water and Sanitation yang mencita-citakan akses universal terhadap air 

bersih dan sanitasi yang aman; 3) Industry, Innovation and Infrastructure yang 

menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui industrialisasi yang 

berkelanjutan; 4) Sustainable Cities and Communities yang fokus kepada 

perencanaan tata kota yang baik, akses terhadap transportasi umum, serta 

perlindungan dan pemulihan warisan budaya; 5) Climate Action yang 

menargetkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 

Kelima isu tersebut saling memiliki keterkaitan guna mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan secara global.  

PBB menetapkan isu ketahanan pangan sebagai hal yang patut menjadi 

perhatian seluruh pemerintahan dunia. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki 

indeks kelaparan sebesar 17,6 dari skala 100, yang artinya secara global tingkat 

kelaparan Indonesia terburuk ke-77 dari 125 negara dan terburuk ke-2 dari 9 

negara Asia Tenggara sebagaimana tercatat pada basis data Global Hunger Index 

(GHI) (Grember dkk, 2023). Secara teoritis Negara Indonesia merupakan Negara 

Agraris yang artinya Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan 
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memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman sepanjang 

tahun, serta ditambah lagi dengan sebagian besar penduduk Indonesia bermata 

pencaharian sebagai petani (Ayun dkk, 2020). Berkaca dari pernyataan di atas, 

maka seharusnya persediaan pangan nasional selalu tersedia, namun 

kenyataannya Negara Indonesia terancam dari sisi persediaan pangan yang 

disebabkan oleh masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 

(Ayunita dkk 2021). Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 

hingga 100.000 ha setiap tahun, Dimana Lahan Baku Sawah (LSB) di 8 provinsi 

di Indonesia mengalami penyusutan 13 juta ha dari tahun 2019 hingga 2021 

(Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023). Hal ini dibuktikan dengan pembangunan 

infrastruktur seperti jalan, pasar, sekolah, pembangunan pabrik dan lain-lain 

(Hafidah dkk, 2017 dalam Mariadi dan Surata, 2023), ditambah dengan semakin 

tingginya pertumbuhan penduduk yang berakibat kepada masifnya konversi lahan 

sawah menjadi permukiman (Yudistira dkk 2019). Data Food and Agriculture 

Organization (FAO) menunjukkan terjadinya tren penurunan pertumbuhan 

produksi pangan di sejumlah kawasan disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya luas area pertanian pangan yang semakin menyusut akibat alih fungsi 

lahan, rendahnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi 

serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan terjadinya kegagalan panen 

dan bencana alam (Chaireni dkk, 2020).  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tren penurunan 

pertumbuhan produksi pangan melalui alih fungsi lahan. Pembangunan 

merupakan hal yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang. Tidak dapat 

dipungkiri bahwasanya kebutuhan akan tempat tinggal dan prasarana pendukung 

lainnya merupakan hal yang juga tidak kalah penting guna menjalani kehidupan 

sehari-hari. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang 

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut 

Tikson (2005) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, 

sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang 

diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui 
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peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, 

sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Dalam 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 

tentang perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) disebutkan terdapat 

208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024 yang diantaranya berupa 

pembangunan jalan, pembangunan kawasan Industri dan pembangunan rumah 

susun (Harruma dan Nailufar, 2022). Data di atas menunjukkan bahwasanya 

pemerintah serius dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Pembangunan dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang harus 

beriringan namun juga bertolak belakang. Untuk itu, perlu diatur sebuah sistem 

yang dapat meningkatkan nilai guna lahan tanpa merusak fungsi lahan dalam 

menunjang sistem kehidupan. Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan lahan 

sangat penting agar tercapai penggunaan dan pemanfaatan lahan yang optimal, 

serasi, dan seimbang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 

(Zamzani dkk, 2022). Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan penataan ruang yang mencakup 

pengaturan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampungnya. 

Terdapat beberapa kebijakan penataan ruang yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah, diantaranya adalah Rencana Tata Ruang (RTR), Kawasan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam 

memanfaatkan ruang. Sementara itu, LP2B dan LSD merupakan kebijakan yang 

memuat aturan mengenai lahan pertanian, yang dalam hal ini kawasan LP2B 

mengatur lahan pertanian pangan, dan LSD mengatur mengenai sawah dilindungi. 

Berdasarkan Permen ATR/Ka BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk 

Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa penetapan LP2B merupakan 

upaya untuk menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Permen ini 

juga disebutkan bahwa penetapan LP2B diatur dalam RTRW, yang artinya RTRW 

dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan LP2B.  
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Selain itu, dengan memegang nilai yang sama dalam rangka mengendalikan 

alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk 

mendukung pangan nasional, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-

HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang dilindungi pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa 

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi 

Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan 

penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi aturan yang diperhatikan 

khususnya dalam proses pemanfaatan ruang.  Hal tersebut diperkuat dengan 

amanat dalam Keputusan Menteri ATR/Ka. BPN tentang Penetapan Peta Lahan 

Sawah Dilindungi yang menyatakan bahwa peta lahan sawah digunakan sebagai 

bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan LP2B pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang. RTRW, LSD dan 

LP2B merupakan 3 kompenen yang memiliki peran vital dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. LSD merupakan penyedia lahan sawah 

dengan asumsi ketersediaan lahan sawah dapat menjaga ketahanan pangan 

nasional. 

RTRW pada tingkat kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, memiliki fungsi sebagai 

acuan dalam penerbitan izin apabila wilayah tersebut belum memiliki Rencana 

Detil Tata Ruang (RDTR). Penerbitan izin perlu memperhatikan rencana tata 

ruang supaya pemanfaatan ruang baik untuk berkegiatan maupun berusaha tidak 

bertentangan dengan fungsi ruang itu sendiri. Selain sebagai acuan dalam 

penerbitan perizinan, RTRW juga menjadi acuan oleh Kementerian ATR/BPN 

dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan yang ada di Kantor 

Pertanahan. Namun disisi lain, penetapan dari kebijakan tersebut nyatanya 

memberikan masalah baru karena terjadi ketidaksinkronan peta LSD terhadap 

kondisi eksisting maupun dengan zona peruntukan lahan pertanian dalam pola 

ruang RTRW/RDTR, bidang tanah LSD berada pada zona non pertanian pada 

RTRW/RDTR, bidang tanah LSD sudah dikuasai perorangan atau badan hukum 

untuk bisnis/investasi (Sutaryono, 2023). 
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Pada tahun 2011 luas penggunaan sawah di Kabupaten Banjarnegara adalah 

14.3663 ha (BPS, 2011), sedangkan pada tahun 2023 luasnya berkurang menjadi 

14.049 ha (BPS, 2023). Sektor pertanian sendiri merupakan tulang punggung 

ekonomi Banjarnegara, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Sub-sektor 

hortikultura, perkebunan, dan peternakan adalah beberapa yang paling dominan 

dalam menyumbang terhadap perekonomian daerah (BPS, 2023). Sebagai upaya 

untuk mengontrol alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, 

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan RTRW Kabupaten 

Banjarnegara sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang. Dengan diacunya 

RTRW Kabupaten Banjarnegara tersebut, diharapkan pemanfaatan ruang di 

Kabupaten Banjarnegara berjalan optimal untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan.   

Berangkat dari pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait 

dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 setelah 

sebelumnya menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Banjarnegara 2011-2031. Apabila dilihat dari 

lini masanya, jika dibandingkan dengan ditetapkannya kebijakan penataan ruang 

lainnya yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini yaitu LP2B dan LSD, penetapan 

RTRW Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan setelah kebijakan-kebijakan 

tersebut muncul yang artinya seharusnya RTRW Kabupaten Banjarnegara telah 

memuat apa yang diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan 

adanya penyesuaian muatan dalam RTRW Kabupaten Banjarnegara untuk 

mengakomodir kebijakan penataan ruang yang ada, tentu saja akan memberikan 

pengaruh terhadap pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di Kabupaten Banjarnegara. Dengan ditetapkannya RTRW Banjarnegara 2023-

2043 juga akan berpengaruh terhadap proses pemanfaatan ruang khususnya pada 

pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan yang mana dalam 

prosesnya perlu mengacu dan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang ada. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banjarnegara 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan 

dan pelayanan perizinan perlu untuk dilakukan.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 

Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana hubungan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kabupaten 

Banjarnegara 

3. Bagaimana implikasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan 

perizinan? 

C. Batasan Masalah  

Untuk pelaksanaan penelitian yang lebih sesuai dan tepat sasaran, terdapat 

beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, meliputi:  

1. Pelayanan pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan 

Pendaftaran Tanah, Pelayanan Pemecahan Bidang Tanah, Penerbitan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) mulai tahun 2023 – April 2024. 

2. Pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini sebatas pelayanan 

Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah (KKPR) mulai tahun 2023 – April 

2024.  

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043.  

4. Kebijakan penataan ruang dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Lahan Sawah 

Dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 

Kabupaten Banjarnegara.  

2. Mengetahui hubungan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kabupaten 

Banjarnegara 

3. Mengetahui apa saja implikasi pelaksanaan Perda Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan 

serta pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara. 

E. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian ini, 

diantaranya adalah :  

1. Manfaat Teoritis/Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal: 

a. Memberikan informasi mengenai kesesuaian Rencana Tata Ruang 

Wilayah Banjarnegara tahun 2023-2043 terhadap Lahan Sawah 

Dilindungi (LSD) di Kabupaten Banjarnegara 

b. Memberikan informasi mengenai hubungan antara kesesuaian Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan 

pelayanan pertanahan di Kabupaten Banjarnegara 

c. Mengemukakan implikasi pelaksanaan Perda Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2023-2043 terhadap pelaksanaan pelayanan 

pertanahan serta pelayanan perizinan di Kabupaten Banjarnegara 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

pemangku kepentingan dan khalayak luas dalam hal:: 
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a. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Rencana Tata Ruang 

kedepannya. Rencana Tata Ruang sebagai acuan berbagai pelayanan 

pertanahan dan perizinan diharapkan dapat mengakomodir setiap 

dinamika kebijakan yang ada sehingga pelaksana/ pengguna dari 

kebijakan ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan khalayak luas tentang 

pentingnya tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan 

kebijakan penataan ruang yang berlaku 
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BAB VIII  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian RTRW Kabupaten 

Banjarnegara dengan LSD diperoleh bahwa sebagian besar wilayah 

Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kelas Sesuai yakni seluas 

113.661,76 ha atau sebesar 99,27% dan yang termasuk kelas tidak sesuai 

hanya 798,97 ha atau sebesar 0,63%. Adapun kelas Sesuai pada peta 

kesesuaian tersebut diperoleh dari pengkategorisasian sub kelas Sesuai yang 

berasal dari LSD yang sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan, LSD di 

Kawasan Hutan, serta Pola Ruang Non LSD dengan luas masing masing 

10.012,81 ha (8,75%), 23,82 ha (0,02%), dan 103.625,13 ha (90,53%). Kelas 

Tidak Sesuai yang telah diperoleh tersebut tersebar dalam 19 kecamatan di 

Kabupaten Banjarnegara kecuali Kecamatan Batur. 

2. Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap wawancara yang dilakukan 

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, serta Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara diketahui bahwa 

penetapan RTRW Kabupaten Banjarnegara memberikan pengaruh cukup 

tinggi terhadap proses pelaksanaan pelayanan pertanahan dan perizinan di 

Kabupaten Banjarnegara. Pengaruh tersebut ditemukan pada proses 

pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan pada kasus-kasus 

tertentu. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis korelasi Theta Wilcoxon 

terhadap hasil kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD 

terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan nilai theta sebesar 0,601, 

dimana berdasarkan kriterial Guilford nilai theta tersebut memiliki hubungan 

yang cukup tinggi.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diperoleh 

beberapa rekomendasi, diantaranya adalah:  

1. Bahwa perlu dilakukan sosialisasi mengenai RTRW Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2023-2043 dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kepada 

masyarakat supaya Masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya sesuai 

dengan daya guna dan daya dukung sebagaimana yang telah tertuang dalam 

RTRW Kabupaten Banjarnegara. Kemudian berkaitan dengan analisis 

hubungan hasil kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD 

terhadap Pelaksanaan Pelayanan Perizinan diharapkan kedepannya dapat 

dilakukan kajian mengenai hal tersebut. 

2. Bahwa perlu dilaksanakan sinkronasi RTRW Kabupaten Banjarnegara 

dengan LSD, sehingga ketika RTRW Kabupaten Banjarnegara digunakan 

sebagai rujukan dalam menyusun RDTR maka penuangan LP2B atau KP2B 

dalam RDTR dapat lebih sesuai. Hal tersebut disebabkan karena dalam 

proses perizinan refensi utama yang digunakan adalah RDTR.  
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